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Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros 
 
Analysis of Hotels Tax Collection Potency in Maros’s  
Own-Source Revenues Increase 
 
Rizki Sri Mardani 
Andi Kusumawati 
M. Christian Mangiwa 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi pajak hotel dan 
seberapa jauh bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam 
menggali potensi pajak hotel. Untuk menghitung potensi dan efektivitas pajak 
hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata 
kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar, dan besarnya tarif 
pajak hotel yang ditentukan. Data penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan 
beberapa observasi serta survei dan wawancara langsung dengan pihak terkait 
dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel 
sangat besar, jauh diatas nilai realisasi penerimaan pajak hotel. Pengukuran 
perbandingan ini tercermin dalam efektivitas pajak hotel yang nilainya terus 
mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai tahun 2012, 
namun mengalami penurunan di tahun 2013 dan kembali mengalami kenaikan di 
tahun 2014 tetapi nilai yang ada tidak lebih dari 50% setiap tahunnya, masih jauh 
dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%.  
 
Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Pajak Hotel, 
Efektivitas Pajak Hotel. 
 
The purpose of this study is to determine the potential of the hotel tax and how 
the Local Government notice of Maros regency in tapping the potential of the 
existing hotel tax. In calculating the potential and effectiveness of hotel tax, it was 
used several related variables, they were the number of rooms, average room 
mate, number of days in a year, the occupancy rate, and the amount of hotel tax 
rate that is already determined. Data used in this research were obtained from 
related study and a few observations, survey and interviews with parties related 
with this research directly. The result of this research showed if hotel tax potential 
is very big, far from the number of hotel tax revenue. The measurement of the 
comparison was reflected in the effectiveness of the hotel tax value that 
increased every year from 2010 until 2012, but it decreased in 2013 and 
increased again in 2014, however the value was no more than 50% in each year, 
still far from the effective criteria that is equal to 100%.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber 
penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan 
di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang 
ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, dimana 
setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu 
Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang 
ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga 
pemerintah daerah tersebut. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di 
Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi  yang terbagi atas lima jenis 
pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta 
Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak 
yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 
Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan 
pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah 
administratif Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun Pajak 
Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini 




hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Reklame saja. 
Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang 
potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya 
komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan 
pembangunan daerah. Pada awalnya  menurut Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1997, Pajak Hotel disamakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak 
Hotel dan Restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi jenis pajak 
yang berdiri sendiri yang mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan 
kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan undang-undang 
tersebut, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan hotel. 
Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, 
mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam 
mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. 
Adanya undang-undang otonomi daerah memberi peluang lebih banyak bagi 
daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding 
peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada 
pemerintah diatasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu 
dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi 
sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan yang 
tepat dengan melihat potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi 





Pajak Hotel di Kabupaten Maros diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 14 Tahun 2011. Dalam Perda tersebut dijelaskan mengenai nama,objek 
dan subjek pajak hotel. 
1. Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak sebagai pembayaran atas 
pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
2. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 
pembayaran termasuk jasa penunjang sebagaimana kelengkapan hotel 
yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk 
fasilitas olahraga dan hiburan. 
3. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 
Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki 
aset wisata yang menarik untuk dikunjungi serta potensial untuk dikembangkan 
baik wisata alam, wisata budaya maupun argo wisata. Dengan latar belakang 
wisata Bantimurung yang terkenal dengan air terjunnya merupakan nilai tambah 
tersendiri bagi wisatawan untuk lebih mengenal Kabupaten Maros. Kawasan 
pegunungan Bantimurung dengan pemandangan alam dan air terjunnya, kolam 
renang, pemeliharaan ika air tawar, dan waterboom yang terletak di Kecamatan 
Simbang serta Tempat Pra Sejarah (TPS) Leang-leang. Gua mimpi yang 
merupakan salah satu obyek wisata dan termasuk penangkaran kupu-kupu yang 
merupakan obyek wisata yang belum ada di daerah lain di Propinsi Sulawesi 
Selatan. Keistimewaan Kabupaten Maros sebagai tempat wisata mampu 
ditangkap oleh pemerintah daerah setempat sehingga bisa memberikan 
kontribusi terhadap penerimaan pajak yang akan menambah Pendapatan Asli 




Untuk itu dibutuhkan adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi 
sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana 
publik, salah satunya adalah ketersediaan sarana hotel yang dalam hal ini 
perkembangan hotel di Kabupaten Maros menunjukkan angka yang terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini patut menjadi perhatian khusus 
bagi Pemerintah  Daerah Kabupaten Maros untuk lebih fokus dalam mengelola 
pajak hotel dengan lebih baik mengingat potensi sumber daya alam dan 
penunjangnya yang dimiliki Kabupaten Maros. 
Berikut adalah gambaran kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Tabel 1.2 
Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2010-2014 
Sumber: Dispenda Kabupaten Maros 
 Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi pajak hotel dari tahun ke tahun 
terus mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan sedangkan, 
kontribusi penerimaan pajak hotel masih sangat minim. Ini dapat dilihat dari lima 
tahun terakhir persentase kontribusi pajak hotel rata-rata hanya dibawah 10%. 
Pada tahun 2010 sampai 2012 kontribusi pajak hotel dari tahun ke tahun terus 
mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel 
mengalami penurunan sebesar 0,58% menjadi 2,08% dari total penerimaan PAD 
yang berjumlah Rp79.513.862.000. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel 
mengalami peningkatan sebesar 3,2% menjadi 5,29 dari total penerimaan PAD 











2010 Rp   50.000.000 Rp   53.300.000 Rp   26.454.760.000 2,01% 
2011 Rp   90.000.000 Rp 101.720.000 Rp   49.096.948.000 2,07% 
2012 Rp 200.000.000 Rp 161.080.000 Rp   60.364.409.000 2,66% 
2013 Rp 300.000.000 Rp 165.475.000 Rp   79.513.862.000 2,08% 




 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari lima tahun terakhir 
persentase rata-rata peningkatan kontribusi pajak hotel terhadap PAD  hanya 
dibawah 10%. Padahal jika dilihat dari jumlah hotel/penginapan yang sebanyak 
14 unit yang terdapat di Kabupaten Maros pada dasarnya cukup memberi 
kontribusi terhadap pendapatan dan penerimaan pajak daerah. Sehubungan 
dengan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Maros perlu 
memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan 
pajak hotel dan berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan 
pajak sehingga pajak hotel dapat memberi kontribusi yang besar dalam 
meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara 
umum. 
 Untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang 
terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/usaha-
usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak 
hotel yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan 
pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu 
menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 Dari uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih 
dahulu, maka dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut. 





2. Seberapa besar efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Maros? 
3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang ada di Kabupaten 
Maros? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Maros. 
2. Untuk mengetahui efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten Maros. 
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten 
Maros. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan Teoretis 
 Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan 
peneliti tentang pajak hotel, khususnya mengenai potensi pajak hotel dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah bagi masyarakat, diharapkan dapat 
memberi informasi, potensi, efektivitas serta sejauh mana pemerintah daerah 
Kabupaten Maros dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya 
Pajak Hotel. 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan 
dalam upaya peningkatan potensi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli 





1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN, Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA, Berisikan kajian pustaka yang berkaitan dengan 
pengertian pajak, pajak daerah, pajak hotel, pengertian pendapatan asli 
daerah, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. 
BAB III  METODE PENELITIAN, Berisikan mengenai rancangan penelitian, 
lokasi penelitian, populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan 
analisis data. 
BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, Berisikan tentang hasil dan 
pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat 
dan akan menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil 
pengolahan data dan landasan teori yang relevan serta menguraikan 
gambaran umum gambaran umum penelitian dan data yang digunakan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari 
hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 










2.1  Landasan Teori 
2.1.1  Teori Pemungutan Pajak 
Terdapat beberapa teori pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi 
(2009:6) yang dapat digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, diantaranya 
teori asuransi, teori kepentingan, teori daya beli, dan teori bakti. Dari teori-teori 
tersebut, teori yang paling mendukung variabel penelitian adalah Teori Bakti 
yang penjelasannya sebagai berikut. 
“Teori ini mengutamakan kepentingan negara yang merupakan suatu 
kesatuan dari individu-individu dimana setiap warga negara terikat 
kepada pemerintahnya, sehingga negara mempunyai hak atas warganya 
dan memungkinkan secara mutlak untuk memungut pajak dari rakyatnya. 
Sebaliknya rakyat secara sadar membayar pajak karena menyadarinya 
sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada 
negara”.  
 
2.1.1.1   Pengertian Pajak  
Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan terus-
menerus dan berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur secara material dan spiritual. Untuk dapat merelisasikan tujuan tersebut 
perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 
Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan 
mengatur kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan 
diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya 
pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan 
pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. 
Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara. Dengan 




berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat 
serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 
Definisi perpajakan berbeda-beda berdasarkan pandangan masing-
masing orang, namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. 
Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain. 
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut 
Undang-Undang KUP) pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: 
 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutangoleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 
Definisi pajak menurut Sumitro dalam Suandy (2011:1) adalah: 
 “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 
sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang 
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang 
langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum”. 
 
Definisi lain yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Muljono 
(2010:1) adalah sebagai berikut. 
 “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada 
kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan keudukan tertentu, tetapi bukan hukuman 
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 
dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk 
memelihara kesejahteraan umum”. 
 
Definisi pajak menurut Adriani dalam Agung (2007:1) Pajak adalah: 
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk 
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 





Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada 
negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut 
pemerintah hal ini dapat dipaksaka tetapi tidak ada jasa timbal balik secara 
langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. 
Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara 
umum disamping kewajiban suatu warga negara. Secara politik, pajak 
merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan 
menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, pajak merupakan alat 
yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat 
kepada negara. 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut. 
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan karena mempunyai 
kekuatan hukum. 
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunukkan adanya kontra prestasi 
individual oleh pemerintah, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh 
memungut. 
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 







2.1.1.2 Fungsi Pajak 
1.  Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi Regulerend (mengatur) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh : 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 
konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 
Indonesia di pasaran dunia. 
2.1.1.3 Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak 
Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan 
menjadi 3 yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifatnya, dan 
menurut lembaga pemungutannya. (Waluyo, 2008:12). 
1. Menurut Golongan 
Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung 
dan pajak tidak langsung. 
a. Pajak Langsung 
Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus 
dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa 
dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak 
harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam 





Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung 
oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 
b. Pajak Tidak Langsung 
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang 
pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau 
pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak 
langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang 
menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang 
atau jasa. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. 
2. Menurut sifatnya 
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak 
Subjektif dan Pajak Objektif. 
a. Pajak Subjektif 
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan 
pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-
alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan 
materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh: Pajak Penghasilan 
b.  Pajak Objektif 
Pajak Objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa 
benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari 
subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, 
dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di 





3. Menurut Lembaga Pemungut 
Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara 
(pajak pusat) dan pajak daerah. 
a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 
Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu  pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 
Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara. 
1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak  
a) Pajak Penghasilan  
b) PPN (penyerahan lokal) 
c) Pajak Bumi dan Bangunan 
d) Bea Materai 
e) Bea Lelang 
2) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai) 
b. Pajak Daerah 
Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti 
provinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-
masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah 
masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari: 
1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) 
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 
Permukaan, dan Pajak Rokok. 
2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 




dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
 
2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak  
   Menurut Mardiasmo (2011:6-8) tata cara pemungutan pajak dibagi 
menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem 
pemungutan pajak. 
a. Stelsel Pajak 
1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 
2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 
dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 
berjalan. 
3. Stelsel Campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 
dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 
kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib 





b. Asas Pemungutan Pajak 
1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal) 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 
Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang 
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib 
Pajak dalam negeri. 
2. Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber 
diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
3. Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
1.  Official Assessment System 
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2. Self Assessment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 





a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3. With Holding System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
 
2.1.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 
perlawanan, maka pemungutan pajak harus menenuhi syarat. 
a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,  serta 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 
pelaksanaannya  yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 
banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 





c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
Pemungutan tidak boleh mengganggu  kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat. 
d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finasial) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.2     Pajak Daerah 
2.1.2.1  Pengertian Pajak Daerah 
  Pada prinsipnya pajak daerah sama seperti pajak pusat apabila ditinjau 
dari subjek dan objeknya, sedangkan perbedaan dari kebudayaan adalah aparat 
pemungut dan pengguna pajak. Pajak tersebut termasuk pajak pusat, apabila 
aparat pemungut dan pengguna pajak tersebut adalah pemerintah pusat, 
sedangkan pajak daerah, aparat pemungut dan penggunanya adalah pemerintah 
daerah. 
  Jadi pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 




 Dari pengertian tentang pajak daerah tersebut diatas, dapat diketahui 
bahwa pajak daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 
1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada 
daerah sebagai Pajak Daerah. 
2. Penyerahan pengolahan pajak tersebut berdasarkan undang-undang 
dan peraturan daerah. 
3. Pajak daerah yang dipungut berdasarkan peraturan kekuatan 
undang-undang dan peraturan hukum lainnya. 
4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai 
pengeluaran kegiatan rumah tangga daerah atau membiayai 
pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 
2.1.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 
   Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilandaskan pada dasar hukum yang 
telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan 
daerah. Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut Pajak Daerah adalah: 
a. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah. 
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang sistem dan 
prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-
lain. 
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang pedoman 




2.1.2.3 Objek Pajak Daerah   
   Berdasarkan undang-undang  RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa “Objek pajak daerah adalah 
kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan penggunaan 
barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah”. Potensi daerah dapat 
dijadikan objek pajak daerah apabila: 
1. Terletak pada wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat dalam 
wilayah tersebut. 
2. Objek Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak  (DPP) tersebut tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum. 
3. Bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat. 
4. Bersifat pajak dan bukan retribusi. 
5. Berpotensi tidak memberikan dampak negatif, memperhatikan aspek 
keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
2.1.2.4 Subjek Pajak Daerah 
   Berdasarkan undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) 
menjelaskan “Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memiliki, 
menguasai, mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati 
objek pajak daerah”. Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan “Wajib Pajak adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan daerah diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran pajak terhutang termasuk pemungutan atau 
pemotong pajak”. 
2.1.2.5 Jenis Pajak Daerah 
  Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dapat tidak memungut salah 




daerah tersebut dipandang kurang memadai. Secara garis besar pajak daerah 
dibagi menjadi. 
a) Pajak Daerah Tingkat I, terdiri dari. 
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air  5% (lima persen) 
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air 10% 
(sepuluh persen) 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen) 
4. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh 
persen) 
b) Pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari. 
1. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen) 
2. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen) 
3. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen) 
4. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen) 
5. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen) 
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 20% (dua 
puluh persen) 
7. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen) 
8. Pajak Sarang Burung Walet 
2.1.2.6 Potensi Pajak Daerah 
 Menurut Alwi (1989:42) potensi adalah merumuskan kemampuan 
melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa 
barang atau jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan dengan 
pendapatan asli daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah 
daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian 




yang dimiliki oleh daerah atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber 
daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai 
kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam 
keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi 
diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang 
ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah. 
 Dalam hubungannya dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah yaitu 
bagaimana mengoptimalisasikan sasaran pemasukan Pajak Daerah, didasarkan 
pada potensi pajak tersebut sebagai sumber penerimaan daerah untuk 
membangun dan mengembangkan daerah menjadi sebuah daerah yang maju. 
 
2.1.3   Pajak Hotel 
2.1.3.1  Pengertian Pajak Hotel 
Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pengertian Pajak 
Hotel adalah: 
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan 
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.14 Tahun 2011 
tentang Pajak Hotel dijelaskan mengenai nama,objek dan subjek pajak hotel. 
1. Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak sebagai pembayaran atas 
pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
2. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel 




kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 
3. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan 
hotel. 
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini 
termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan 
pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di 
Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 
pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu 
jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu 
daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menertibkan 
peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan 
hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak 
hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan,2010:299). 
Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang 
perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan,2010:300). 
1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, 
dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 
perkantoran. 
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi 
apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan 




3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun 
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan 
usaha di bidang jasa penginapan. 
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 
sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai 
pembayaran kepada pemilik hotel. 
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai 
bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat 
mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat 
penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 
2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel  
Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 
terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain. 
a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. 
d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel. 
e. Keputuan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak hotel 
sebagai aturan pelaksanaan peraturan pemerintah daerah tentang 
pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud. 
Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib 
pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel yang menjadi wajib pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 
Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati 




pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan 
atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan 
yang termasuk objek pajak hotel antara lain: 
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam 
pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah 
kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah 
penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek 
antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, 
pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan. 
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 
tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan 
dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telepon, 
faksimile, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan 
pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. 
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 
hotel, bukan umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain: pusat 
kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, 
yang disediakan atau dikelola hotel. 
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 
hotel. 
2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 
1. Dasar pengenaan pajak hotel  
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 
kepada hotel. Jika pembayaran di pengaruhi oleh hubungan istimewa, harga 
jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat 
pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau 




langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan 
orang pribadi atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah uang yang 
harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah 
uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib 
pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan 
fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun 
juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. 
2. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal 
ini dimaksudkan untuk menetapkan tarif pajang yang dipandang sesuai 
dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, 
setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan 
besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, 
asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. 
3. Perhitungan pajak hotel 
Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak 
hotel adalah dengan rumus sebagai berikut: 
Pajak Terutang    =   Tarif pajak       x    Dasar pengenaan pajak 
   = Tarif pajak x Jumlah pembayaran atau yang   
seharusnya dibayar kepada hotel 
 
2.1.3.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah 
Pemungutan Pajak Hotel 
 Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 
sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 




dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu lamanya satu tahun 
takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun takwim. 
 Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh 
wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut 
ketentuan dan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa 
pajak ditentukan menurut keadaan yaitu pada saat terjadi pembayaran atau 
pelayanan jasa penginapan di hotel. 
 Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat 
hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota 
yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup 
wilayah administrasinya. 
 Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut 
pembayaran pajak hotel dan konsumen yang menggunakan jasa hotel harus 
menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain 
oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah 
penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon 
penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis 
kamar yang ditempati. Lama menginap dan fasilitas hotel digunakan. Bon 
penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi 
nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut. 
 Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti 
pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar 
oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan 
bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan pengawasan 




memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel kepada masyarakat selaku 
subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh 
wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan 
bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun sebagai bukti dalam pembuatan 
surat pemberitahuan pajak daerah. 
 Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan tetapi tidak 
menggunakan penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 
dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru dapat 
digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah 
kabupaten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan tetapi menggunakan yang 
tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar 
dua persen perbulandari dasar pengenaan pajak. 
2.1.3.5  Penetapan Pajak Hotel 
Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang 
dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan 
ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan 
sistem self assesment, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas 
Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjukkan bupati/walikota menjadi 
fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak 
oleh wajib pajak. 
 Pada beberapa daerah, penepatan pajak tidak diserahkan sepenuhnya 




yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan 
dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap 
memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD 
dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas 
Pendapatan Daerah kabupaten/kota. 
 Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, 
bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB) dan Surat Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak 
diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib 
pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum 
apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak 
dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangn pajak 
daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib 
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau 
karena ditentukannya data fiskal yabg tidak dilaporkan oleh wajib pajak. 
2.1.3.6  Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel 
a. Pembayaran Pajak Hotel 
Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam 
peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan 
berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. 
Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel 
ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 





Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, 
atau tempat lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota sesuai waktu yang 
ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,dan STPD. Apabila pembayaran 
pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor 
ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh 
bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, 
pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti 
pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan 
oleh petugas tempat pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal 
ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib 
administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran 
pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Bentuk, 
isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan 
dengan keputusan bupati/walikota. 
Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjukkan 
dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur 
pembayaran pajak hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur 
pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak 
yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur 
pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 




dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 
Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas 
permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari 
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran 
angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 
b. Penagihan Pajak Hotel 
Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo 
pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan 
tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang 
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih 
dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat 
peringatan dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan 
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam rangka waktu 
7 hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. 
Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. 
Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan 
tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak 




Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib 
pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk 
tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung  pajak. 
Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa 
kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang 
hak mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang 
pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak 
dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib 
pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit. 
Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan 
penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak hotel yang 
ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak 
seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan 
penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan pajak hotel 
dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.  
 
2.1.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
    Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi pemerintah daerah 
untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan daerah 
sebagai wujud terlaksananya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung 
jawab. 
   Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pengertian Pendapatan Asli 
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh di daerah dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 




   Berdasarkan pengertian diatas maka Pendapatan Asli Daerah adalah 
pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari 
penggalian atau pungutan daerah, keintensifan aparat pemungut pajaknya dan 
faktor-faktor yang mendukungnya. Pendapatan daerah terdiri dari. 
1.  Hasil Pajak Daerah 
2. Hasil Retribusi Daerah 
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan  
4. Lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah 
 
2.2 Penelitian Terdahulu  
 

























Pajak Hotel dan 
Restoran. 
 Tingkat efektivitas pajak 
hotel dan restoran di 
Kabupaten Purworejo pada 
tahun 1989-2003 sangat 
baik yaitu rata-rata sebesar 
102,04%. 
  Tingkat efisiensi pajak hotel 
dan restoran di Kabupaten 
Purworejo pada tahun 
1989-2003 yaitu naik turun 
antara 24,66%-27,29%. 
  Dari hasil analisis diketahui 
bahwa variabel jumlah hotel 
dan restoran berpengaruh 
signifikan terhadap 
penerimaan pajak hotel dan 
restoran sedangkan 
variabel tingkat inflasi dan 
jumlah wisatawan 























  Efektivitas pengelolaan 
pajak hotel di Kabupaten 
Semarang tahun 2000-2004 
nilainya terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke 
tahun. 
  Kontribusi pajak hotel 
terhadap pajak daerah 
sebesar 10,9% sisanya 
dipengaruhi oleh unsur 
pajak daerah lain. 
  Efektivitas yang meningkat 
akan dibarengi dengan 
pengoptimalan potensi 




















  Sistem pengawasan pajak 
hotel belum memadai 
karena belum berjalannya 
pengawasan langsung. 
  Sistem pemungutan pajak 
menggunakan sistem Self 
Assesment dan prosedur 
pemungutan pajak 
dilakukan secara bertahap. 
  Pelaksanaan pemungutan 
pajak hotel telah sesuai 
dalam setiap dengan UU 
No.28 Tahun 2009 dan 
Perda Nunukan No.11 
Tahun 2011, kecuali dalam 
hal penyelenggaraan 
pembukuan oleh wajib 
pajak. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
 Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus 
dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak 
Hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan 
dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya 
harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar 
menggambarkan potensi daerah tersebut. 
 Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak 




krusial yaitu adanya pajak hotel yang belum digali secara maksimal atau ada 
potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data-data terkait bahwa terdapat 
celah/selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar dan nilai realisasi 
yang selalu jauh lebih besar dari target. Ini menjadi permasalahan karena nilai 
realisasi pajak hotel yang selalu memenuhi target yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah menjadi tidak wajar ketika nilai penerimaan pajak hotel yang 
terjadi justru selalu mengalami penurunan pertumbuhan dan penerimaannya. 
 Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-
permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak 
hotel yang secara nyata ada. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik 
yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang 
ada terkait penelitian mengenai pajak hotel. Bila hasil perhitungan potensi pajak 
hotel telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari pajak 
hotel karena efektivitas dari pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan 
antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dan besarnya potensi pajak 
hotel yang ada. Dengan demikian, bila potensi pajak hotel dapat diketahui maka 
efektivitas secara langsung dapat pula diketahui. 
 Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang 
telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 





























Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa 
selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang ada 
dengan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Maros merupakan potensi dari pajak hotel yang belum tergali secara 
optimal.ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan 
tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai 
realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan 
















Besarnya potensi pajak hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi 
penerimaan pajak hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar 
tingkat efektivitas dari pajak hotel tersebut. Analisis efektivitas ini mutlak 
diperlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di 
Kabupaten Maros. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin 
tinggi efektivitas dari pajak hotel tersebut. Dengan demikian sangatlah penting 
dalam mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pajak hotel untuk 
mengukur efektivitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan 
dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama 














3.1  Rancangan Penelitian 
  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 
kuantitatif. Data yang digunakan berupa data laporan realisasi pendapatan dan 
peraturan daerah mengenai Pajak Hotel . 
 Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian 
ini sebagai bahan atau materi untuk keperluan pembahasan, maka teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data-data yang 
mendukung penulisan ini secara langsung dari lapangan, di Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. 
 
3.2  Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Maros dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi 
yang dibutukan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan 
yang menjadi objek pokok penelitian. 
 
3.3  Populasi Penelitian 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel/penginapan yang 
terdapat di Kabupaten Maros. Jumlah hotel/penginapan sebanyak 14 unit yang 
terdapat di Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini diambil responden dari 
seluruh populasi yang ada yaitu hotel sebagai objek penelitian dan para pemilik 







3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1   Jenis Data 
 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Data Kualitatif, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari 
individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 
kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data yang 
dikumpulkan adalah data harga sewa kamar per malam, tingkat 
pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu, klasifikasi hotel di 
Kabupaten Maros, lama menginap tamu hotel, sistem pengelolaan hotel 
dan jumlah kamar yang ada.  
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang diambil dari catatat atau sumber lain 
yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time 
series) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode 
tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah 
data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, data pajak daerah, data 
pendapatan asli daerah, jumlah hotel dan jumlah kamar. 
3.4.2   Sumber Data 
 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Data Primer yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
langsung dari pihak pengelola hotel/penginapan di Kabupaten Maros. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari 
publikasi instansi-instansi pemerintah seperti. 
1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros 
2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros 





3.5  Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode 
pengumpulan data sebagai berikut. 
1. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur, 
jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari 
perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan 
penelitian. 
2. Survei, yaitu metode pengumpulan data melalui permintaan keterangan-
keterangan kepada responden. Data yang dihasilkan berupa jawaban-
jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Metode survei akan dapat diperoleh 
fakta-fakta yang tidak bisa diamati dan keterangan masa lalu yang belum 
dicatat. Adapun hal-hal yang disurvei antara lain jumlah pemakaian kamar 
pada kondisi-kondisi tertentu (ramai,normal,dan sepi). 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait, antara 
lain. 
1. Potensi Pajak Hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang 
berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian 
dikalikan dengan tarif dasar pajak. 
2. Target Pajak Hotel adalah perkiraan yang ditetapkan dan diharapkan 
diterima oleh pemerintah daerah atas pelayanan operasional yang 
dilakukan oleh hotel. 
3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel adalah penerimaan yang diterima oleh 
pemerintah daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel. 




5. Tarif kamar rata-rata adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, 
dihitung dengan cara membagi pendapatan dari kamar dengan jumlah 
kamar yang ada. 
6. Jumlah kamar adalah banyaknya kamar yang ada dan tersedia untuk 
dihuni. 
7. Tarif pajak adalah besarnya tarif hotel yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah dan besarnya sesuai dengan keputusan pemerintah masing-
masing daerah. Dalam penelitian ini besarnya tarif pajak hotel yang 
ditetapkan adalah sebesar 10%. 
 
3.7 Analisis Data 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
3.7.1 Perhitungan Potensi 
 Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis 
menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan 
penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya 
potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa 
yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk 
menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. 
 Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut: 
PPH = A x B x C x D x E 
dimana: 
A: Jumlah kamar 
B: Tarif kamar rata-rata 
C: Jumlah hari 
D: Tingkat penghunian kamar 





Ketika didapatkan perhitungan mengenai potensi, maka dapat pula 
diketahui seberapa besar efektifitas pengelolaan pajak hotel tersebut karena 
efektivitas pengelolaan pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara 
jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada. 
Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur 
apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin 
besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, 
semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan 
semakin mendekati untuk dapat dicapai. 
3.7.2 Analisis Efektivitas Pajak Hotel 
 Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara output dan 
tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output 
tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan 
dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu 
kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar 
terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan 
sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan 
antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah 
dimiliki suatu daerah. 
 Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus 
sebagai berikut. 
 
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 
   Potensi Pajak Hotel 
  
Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka 





dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah 
standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada 
ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya 
dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Tingkat efektivitas 
dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu. 
1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif. 
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif. 





5.1  Kesimpulan  
  Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut. 
1. Dari hasil analisis potensi yang dilakukan, potensi pajak hotel belum 
sepenuhnya digarap secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Maros, hal ini dapat terlihat dari perhitungan analisis potensi pajak hotel. 
Realisasi pajak yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 
2010 sampai 2014 masih berada dibawah potensi pajak hotel yang 
sebenarnya. Jika potensi ini dapat direalisasikan maka penerimaan pajak 
daerah pun akan meningkat dan juga turut meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah di Kabupaten Maros. Dengan melihat proporsi potensi paja hotel dan 
realisasinya terhadap target pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan 
potensi yang ada dalam penetapan target pajak hotelnya dan penetapan 
target penerimaan pajak hotel hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun 
sebelumnya. 
2. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Maros tergolong tidak 
efektif karena nilai efektivitas yang ada tidak lebih dari 50% masih jauh 
dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%. 
3. Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Maros di lakukan dengan dua 
cara yaitu: 
1. Self Assesment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk 




yang terutang. Sistem pemungutan ini digunakan bagi pengusaha atau 
pemilik hotel yang sudah memiliki laporan keuangan yang tetap seperti 
beberapa hotel berbintang. 
2. Official Assesment, dimana wajib pajak membayar sejumlah nilai yang 
sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sistem pemungutan 
ini digunakan bagi pengusaha atau pemilik hotel yang tidak atau belum 
memiliki laporan keuangan yang tetap. 
 
5.2  Saran  
 Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan 
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam upaya peningkatan penerimaan 
pajak hotel, maka dapat disarankan sebagai berikut. 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada 
berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan pajak hotel yang 
terjadi sehingga akan lebih baik bila Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 
dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar 
hotel, tarif rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel. 
2. Dalam penentuan target penerimaan pajak hotel hendaknya tidak hanya 
berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga 
memperhatikan potensi pajak hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di 
lapangan. 
3. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Maros diharapkan Pemerintah 
Daerah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi 
peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek 




dari para pengelola sendiri selalu melakukan penyesuaian keadaan-keadaan 
yang terjadi agar pendapatan tetap stabil bahkan meningkat misalnya 
dengan melakukan promosi dan hiburan seperti kesenian daerah setempat 
ditawarkan untuk selalu menarik para pengunjung hotel/penginapan atau 
memberlakukan tarif kamar standar ketika keadaan normal dan menaikkan 
tarif kamar ketika masa liburan serta penyediaan fasilitas dan sarana kamar 
hotel yang disajikan juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang 
mereka peroleh. 
4. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros menggali potensi pajak 
hotel yang belum dikelola dengan baik, mengingat semakin berkembangnya 
komponen pendukung pajak hotel yaitu dari sektor pariwisata yang dimana 
Kabupaten Maros adalah salah satu daerah yang aset wisatanya sering 
dikunjungi dan semakin berkembang. Dan adapula potensi pajak hotel dari 
sektor jasa yaitu dengan adanya Bandara Hasanuddin yang berlokasi di 
daerah Kabupaten Maros, yang diharapkan Pemerintah Daerah setempat 
lebih memperbanyak hotel berbintang di daerah sekitar Bandara Hasanuddin 
dan meningkatkan kualitas hotel yang sudah ada di daerah tersebut 
sehingga penumpang yang sedang transit akan memilih beristirahat atau 
menginap di hotel yang dekat Bandara Hasanuddin daripada harus ke Kota. 
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas pembahasannya 
baik dengan menambahkan variabel lain ataupun menambah indikator 
lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan survey langsung 
ke hotel-hotel untuk mengetahui secara rinci mengenai pendapatan dan 
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PENGELOMPOKKAN JENIS HOTEL  DAN JUMLAH KAMAR 








Hotel Bintang Hotel Ibis Budget Makassar Airport 121 
Hotel Melati Satu 
Puncak Teaching Farm 44 
Wisma Kolam Bantimurung 17 
Wisma Mutiara Sari 14 
Wisma Bantimurung 12 
Hotel Melati Dua 
Hotel Transito 13 
Hotel Darma Nusantara 40 
Pondok Bungawana 8 
Wisma Afiat 12 
Hotel Melati Tiga 
Hotel Afiat 42 
Hotel Transit I Sultan Hasanuddin 21 
Hotel Transit II Sultan Hasanuddin 45 
Hotel Baruga 34 
Hotel Kanaka Giana 14 
Total  437 







DAFTAR HOTEL DAN PENGINAPAN DI KABUPATEN MAROS 
No Nama Hotel Jenis Kamar Hotel Tarif Kamar Hotel 
1 
Hotel Ibis Budget Makassar 
Airport 
(Jl. Bandara Baru Sultan 
Hasanuddin) 
Standard Room Rp 422.000 
Superior Room Rp 458.000 
Deluxe  Room Rp 470.000 
Suite Room Rp 544.000 
2 
Hotel Darma Nusantara 
(Jl. Perintis Kemerdekaan  
No. 20) 
Single Room Rp 110.000 
Standard Room Rp 180.000 
Superior Room Rp 280.000 
Deluxe  Room Rp 325.000 
3 
Hotel Transit I Sultan 
Hasanuddin 
(Jl. Poros Kemerdekaan  
KM. 21) 
Single Room Rp 125.000 
Standard Room Rp 265.000 
Superior Room Rp 300.000 
Deluxe  Room Rp 380.000 
4 
Hotel Transit II Sultan 
Hasanuddin 
(Jl. Poros Kemerdekaan  
KM. 21) 
Single Room Rp 150.000 
Standard Room Rp 215.000 
Superior Room Rp 345.000 
Deluxe  Room Rp 385.000 
5 
Hotel Afiat 
(Jl. Bandara Lama No.1) 
Standard Room Rp 180.000 
Superior Room Rp 275.000 
Deluxe  Room Rp 300.000 
6 
Hotel Baruga 
(Jl. Poros Makassar-Maros 
Km. 22) 
Single Room Rp 100.000 
Standard Room Rp 125.000 
Superior Room Rp 285.000 
Deluxe  Room Rp 350.000 
7 
Hotel Transito 
(Jl. Poros Makassar-Maros 
Km. 21) 
Standard Room Rp 125.000 
Superior Room Rp 185.000 
Deluxe  Room Rp 250.000 
8 
Hotel Kanaka Giana 
(Jl. Bandara Lama No.34) 
Standard Room Rp 120.000 
Superior Room Rp 200.000 
Deluxe  Room Rp 250.000 
9 
Wisma Afiat 
(Jl. Poros Makassar-Maros 
Kamar Kelas 1 Rp   90.000 




Km. 21) Kamar Kelas 3 Rp 175.000 
Kamar Kelas 4 Rp 200.000 
10 
Wisma Bantimurung 
(Taman Wisata Alam 
Bantimurung ) 
Kamar Kelas 1 Rp 100.000 
Kamar Kelas 2 Rp 150.000 
Kamar Kelas 3 Rp 200.000 
11 
Wisma Kolam Bantimurung 
(Taman Wisata Alam 
Bantimurung) 
Kamar Kelas 1 Rp   70.000 
Kamar Kelas 2 Rp 100.000 
Kamar Kelas 3 Rp 150.000 
12 
Wisma Mutiara Sari 
(Jl. Poros Topoing Mallawa-
Bone) 
Kamar Kelas 1 Rp   50.000 
Kamar Kelas 2 Rp   70.000 
Kamar Kelas 3 Rp 100.000 
13 
Pucak Teaching Farm 
(Dusun Pucak) 
Kamar Kelas 1 Rp   50.000 
Kamar Kelas 2 Rp   70.000 
Kamar Kelas 3 Rp 100.000 
Kamar Kelas 4 Rp 200.000 
14 
Pondok Bungawana 
(Taman Wisata Alam 
Bantimurung) 
Kamar Kelas 1 Rp  100.000 
Kamar Kelas 2 Rp 125.000 
Kamar Kelas 3 Rp 150.000 







Nama    : Hamid Aryanto 
Jabatan/Posisi : Pengelolah Data Pajak Hotel dan Restoran  
Hari/Tanggal  : Senin/ 25 April 2016 
Waktu    : 10.00 WITA 
Tempat  : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros 
 
Pertanyaan : 
1. Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel yang ada di Kabupaten Maros? 
Jawaban     : 
Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Maros memiliki dua sistem pemungutan 
yaitu Self Assesment seperti beberapa hotel berbintang yng sudah memiliki 
laporan keuangan yang tetap dan Official Assesment dengan membayar 
sejumlah nilai yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah karena 
hotel tersebut tidak/belum memiliki laporan keuangan tetap. 
2. Apakah ada kendala yang dihadapi petugas dalam pemungutan pajak hotel 
di Kabupaten Maros? 
Jawaban     :      
a.   Belum adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Padahal 
pajak sudah diatur dalam perundang-undangan dan masyarakat akan 
dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam 
membayar pajak. 
b.   Terkadang pada saat melakukan pemungutan pajak hotel, wajib pajak atau 




c.  Terdapat selisih dalam hal penentuan pajak yang harus dibayarkan oleh 
para wajib pajak hotel. 
d.   Penentuan pajak hotel oleh para aparatur pemerintah daerah yang hanya 
berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan target 
penerimaan pajak hotel. 
e.   Masih adanya para pengelola hotel yang belum mengetahui aturan-aturan 
perhitungan pajak hotel yang harus dibayarkan dan berbagai bentuk 
pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak hotel. 
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk 
meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan daerah di 
Kabupaten Maros? 
Jawaban     :      
Sejauh ini upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara 
mengupayakan Kabupaten Maros untuk menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) 
yang dimana diketahui semakin banyaknya tempat-tempat wisata yang dapat 
dikunjungi ketika berada di Kabupaten Maros dan dengan diperhatikannya salah 
satu faktor pendukung pajak hotel yaitu pariwisata diharapkan memberi dampak 
yang baik pula terhadap penerimaan pajak hotel . 
